
BUPATI TASIKMALAYA 
PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 3 TAHUN 2023 

TENTANG 

TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

TAHUN ANGGARAN 2023 

Menim bang 

Mengin ga t 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan 
tugas Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah 
Da erah Kabu paten Tasikmalaya, perlu diberikan 
tunjangan transportasi; 

b . bahwa berda sarkan pertimbangan seba gaimana 
dim aksud dala m huruf a , perlu m eneta pkan Peraturan 
Bupati Tasikmalaya tentang Tunjangan Transportasi bagi 
Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pem erintah 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023. 

1. Undang-Un dang Nomor 14 Tahun 19 50 tentang 
Pem bentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkun gan Provin si J awa Bara t (Berita Negara Republik 
In don esia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaim ana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pemben tukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 
Nom or 14 Tahun 1950 tentang Pem bentukan Daerah­
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa 
Barat (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Beba s dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tam bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rep blik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lem aran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan anta ra Pemerintah Pusa t dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nom or 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533) sebagaim ana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nom or 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pem erintah Nom or 2 7 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik egara j Daerah 
(Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6523) ; 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajem en Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 



Menetapkan 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk 
Hukun Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1) ; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangka t Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaim ana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Da erah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 ten tang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Ka b paten 
Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemben tukan 
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 
Tahun 20 22 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 1 1); 

14 . Peraturan Bupa ti Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 
tentang Kedudu kan Susunan Or ganisasi, Tugas dan 
Fungsi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Ka bupaten 
Tasikmalaya Tahun 202 1 Nomor 119); 

15. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 145 Tahun 2022 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2022 Tahun 14 6) 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN 
TRANSPORTASI BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 
TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2023. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

KABUPATEN 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
3. Pemerin tah Daerah adalah Bupati sebagai u n sur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 
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4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung 
jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai Aparatur Sipil Negara dalam 
suatu satuan organisasi. 

6. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi 

pemerintah. 
7. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang 

menduduki J abatan Pimpinan Tinggi. 
8. Tunjangan Transportasi adalah tambahan penghasilan berdasar beban 

kerj a berupa tunjangan u ang transport yang diberikan kepada Pegawai 
Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. 

9 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya d isingkat 
APBD, adalah rencana keuangan Pemerintahan Daerah yang dibaha s dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Da erah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

10. Ken daraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang 
d ipergunakan untuk kepentingan din as, terdiri atas ken daraan 
perorangan dinas, ken daraan d ina s operasional/kendaraan dina s jabatan 
dan kendaraan dinas khusus/ lapangan. 

11. Ken daraan Dinas Operasional J abatan adalah kendaraan d inas pada 
Pem erintah Daerah yang dipergunakan untuk kegiatan operasional 
perkantoran dan dipergunakan ba gi Pejabat Pimpinan Tinggi. 

BABII 
PEMBERIAN TUNJANGAN TRANSPORTASI 

Pasal 2 
Tunjangan Transpor tasi diberikan setiap bu lan kepada Pejabat Pimpinan 
Tinggi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas di Lingkungan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Ta sikm alaya dan sebagai pengganti fasilitas kendaraan 
operasional jabatan . 

Pasal3 
Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu 
sebagai berikut: 
a. Sekretaris Daerah sebesar Rp 17.000 .000,00 (tujuh belas juta rupiah); dan 
b. Pejabat Pimpinan Tinggi sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima 

ratus ribu rupiah). 

Pasal4 
Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan 
pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal5 
(1) Pejabat Pirnpinan Tinggi yang te1ah menerima Tunjangan Transportasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kendaraan Dinas 
Operasional Jabatan dan uang perjalanan dalam kota. 
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(2) Pejabat Pimpinan Tinggi yang merangkap pelaksana tugas jabatan lain, 
menerima Tunjangan Transportasi ditambah 20% (dua puluh perseratus) 
dari Tunjangan Transportasi pada jabatan yang dirangkapnya. 

BAB III 
ALOKASIANGGARAN 

Pasa16 
Alokasi anggaran dalam rangka pemberian Tunjangan Transportasi 
sebagaimana dim aksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daera h Tahun Anggaran 2023. 

BABIV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal7 
(1) Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi diberikan pilihan untuk menggun akan 

fasilitas Kendaraan Dinas atau Tunjangan Tansportasi. 
(2) Pej bat Pimpinan Tinggi yang memilih Tunjangan Tra n sportasi 

seba gaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengembalikan Ken daraan 
Dina s kepada Pemerintah Daerah. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal8 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diun dangkan. 

Agar setiap orang 
Peraturan Bupa ti lnl 
Kabupaten Tas ikmalaya. 

mengetahuinya, m emerin tahkan 
dengan penempatannya dalam 

pengundangan 
Berita Daerah 

4 Januari 2 

SIKMALAYA, 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 3 


